
GUBERNTJR LA]VTPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMoR , ct*cf tvt.o?lHiKlzo2s

TENTANG

RENCANA AKSI DA.ERAH PENANGAI{AI{ KOT{FI,IK SOSIAL PROVINSI LAMPUI{G
TAHT'N 2023

GI'BER.III'R LAMPUITG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi sosial,
hukum dan keamanan yang kondusif guna mendukung
kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan
efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu, perlu
disusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial
Provinsi Lampung Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,
agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan
terkoordinasi, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Penanganan Konflik Sosial Provinsi lampung Tahun 2023
dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kefa menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konfl ik Sosial;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

7. Peraturan Menteri Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Nomor 15
tahun 2018 tentang Upah Minimum;

8. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pro'rinsi l,ampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-2-

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 2OO.4.51827  /Polpum
tanggal 12 Desember 2022 perihal Pelaporan Data Dukung
Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat
Provinsi Periode target B.12 Tahun 2O22 dan Penyampaian Draft
Rencana Aksi Daerah Tahun 2O23;

MEMUTUSKAN:

XTPIITUSAI| GT'BERilI'R TEI{TANG REITCAITA AITSI DAERAII
PEI(AITGAITAI{ KOTFLII( SOSIAI, PROVIIISI L/ItrPI'NG TAIIUil
2U23.

Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial
Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam
Iampiran Keputusan ini.

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Dikum
Kesatu mempakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pencegahan Konflik Sosial;
b. Penghentian / Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /f-S - 2023

GT'BERITI'R LITIf, PUIYG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Elandar Lampung;
5. Kepala BadanPengelolaanKeuangan dan Aset Daerahprovinsi l^ampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi l,ampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR, O//4 /vt.O7 /HK/2O23
TANGGAL:fi- - 3 - 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENAIYGANAII KONTLIK SOSIAL TAIIUN 2023
PROVINSI LAMPUITG

Meningkatnya
kesadaran akan
pentingnya
Ideologi Pancasila
dan Wawasan
Kebangsaan dalam
pencegahan
konflik sosial.

TergGt!
Terlaksananya
Peningkatan Nilai-Nilai
Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan
dalam pencegahan
konflik sosial
sebanyak 3 Kali.

Terget 804:
Terl,aksananya Peningkatan
Nitrai-Nilai Ideologi Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
dalam pencegahan konllik
sosial sebanyak 1 Kali

Target BOE:
Terlaksananya Peningkatan
Nilai-Nilai Ideologi Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
dalam pencegahan konflik
sosial sebanyak 1 Kali

Penlagkatan
Ifilet-IYllel
Ideologl
Pancaslla daa
Wawasan
Kebangsaaa
dalam
pcncegahatt
konfllk sosld
IRA: 01)

Bakes bangpol,
Korem O43/
Garuda Hitam

Kanwil
Kemenag,
Disdikbud,
Dispora,
Polda,

Kegiatan dapat
berupa:
- Sosiatsasi;
- Dialog;
- Lokakarya.

Poacegahan

1. Konfllk Soslal

a. Peaaraman lllllai-Nllai ldeologi Pancasila & lf,Iawassn Kebangsaan

A

RTIYCAITA AXSI I PENAJTGGUI{G 
iI JAVIAB I

INSTANSI
TERNAIT

NRITERIA
KEBERIIASILATT

UKUR.AH
XEBERHASILAN

UI(URAIS XTBERIIASILAI{
BO4, BO8, 812 KETERANGA.!T

53 4 62 7I
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Target B 12:
Terlaksananya Peningkatan
Nilai-Nilai Ideologi Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
da lam pencegahan konflil<
sosial sebanyak 1 Kali

Bakesbang pol,
Kanwil
Kemenag

Polda,
Disdikbud,
Korem 043/
GATAM,
Dispora

Meningkatnya
Pengetahuan
Pondok Pesantren
dan Organisasi
Masyarakat Dalam
Pencegahan
Konflik Sosial dan
Pemantapan
Wawasan
Kebangsaan

Targct:
Terlaksananya
Pembinaan Pondok
Pesantren dan
Organisasi Masyarakat
Dalam Pencegahan
Konflik Sosial
sebanyak 3 kali

TARGlff BO4:
Terlaksananya Pembinaan
Pondok Pesantren dan
Organisasi Masyarakat
Dalam Pencegahan Konflik
Sosial
sebanyak I kali

TARGET BO8:
Terlaksananya Pembinaan
Pondok Pesantren dan
Organisasi Masyarakat
Dalam Pencegahan Konllik
Sosial
Sebanyak I kali

TARGET 812!
Terlaksananya Pembinaan
Pondok Pesantren dan
Organisasi Masyarakat
Dalam Pencegahan Konflik
Sosial
Sebanyak I kali

Pemblnaan
PondoL
Pesantren dan
Orgenlrasl
Maryaratat
Dalam
Pencegahan
Koaflik Soslal
(RA: O2l

Kegiatan dapat
berupa:
- Sosialisasi, atau
- Dialog, atau
- Bimtek.

3 4 5 6I 2 7
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Bakesbangp
ol,
Kanwil BPN,
Korem 043/
GATAM,
Binda

Meningkatnya
pengetahuan dan
kesadaran hukum
masyarakat dal,am
mencegah konflik
sosial

Target:
Terlaksananya
penyuluhan hukum
kepada masyarakat
dalam mencegah
konflik sosial sebanyak
3 kali

PenlngLatan
kecadaraa
hukum
maryaraLat
dalam rangta
peacegahan
LonIllL socld
(nA: OAI

Kejati, Biro
Hukum, Kanwil
KumHAM

Targot 804:
Terlaksananya penyuluhan
hukum kepada masyarakat
dalam mencegah konllik
sosial sebanyak I kali

Target BO8:
Terlaksananya penyuluhan
hukum kepada masyarakat
dalam mencegah konflik
sosial Sebanyak I kali

Targot 812:
Terlaksananya penyuluhan
hukum kepada masyarakat
dalam mencegah konflik
sosial sebanyak 1 kali

Kegiatan dapat
berupa:
- Sosialisasi, atau
- Dialog, atau
- Bimtek,
- FGD.

Target :

Terlaksananya
sosialisasi Pemilih
Pemula pada Pemilu
serentak dan Pilkada
tat:un 2024 sebanyak 3
kali

Soslallrarl
Pemlllh Pemula
Dalorn Pemllu
SerentaL tahun
2O24 IRA : O4f

Kesbangpol,
KPU

Dinas
Pendidikan,
Dispora,
Bawaslu

Meningkatnya
Pengetahuan
Pelajar/ mahasisw
a tentang
kewajiban
Partisipasi Pemilu

Targot B(Xr
Terlaksananya sosialisasi
Pemilih Pemula pada Pemilu
serentak dan Pilkada tahun
2024 sebanyak I kali

Target BO8:
Terlaksananya sosialisasi
Pemilih PemuLa pada Pemilu
serentak dan Pilkada tahun
2024 sebanyak 1 kali

Kegiatan dapat
berupa:
- Sosialisasi, atau
- Dialog,

1 2 3 4 5 6 7
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Target 812:
Terlaksananya sosialisasi
Pemilih Pemula pada Pemilu
serentak dan Pilkada tahun
2024 sebanyak 1 kali

Target:
Terlaksananya
pelaporan data
perkiraan situasi
daerah, menjelang
Pemilu serentak tahun
2024 setiap bulan
sebanyak 3 kali

Pelaporan dan
penyusunan
peta kerawanan
konllik
menjelang
Pemilu Serentak
Tahun 2024
(RA: OS)

sbangpol
LDA
DA

Tim
Terpadu
Tingkat
Provinsi,
Tim
Terpadu
Tingkat
Kab/Kota

Terciptanya
situasi kondusif
diwilayah
menjelang
pelaksanaan
Pemilu serentak
ta.hun2024

Target BO4
Terlaksananya pelaporan
data perkiraan situasi
daerah dan kerawanan
menjelang Pemilu serentak
tahun 2024 di bulan
Januari, Februari, Maret ,
April2023.

Targot BO8:
Terlaksananya pel,aporan
data perkiraan situasi
daerah dan kerawanan
menjelang Pemilu serentak
tahun 2024 di bul,an Mei,
Juni, Juli, Agustus 2023

Targot B12:
Tersusunnya peta
kerawanan menjelang Pemilu
tahun 2O24 dibulan Januari-
Desember 2023

4 51 2 3 6 7
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TARGET:
Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan KonJlik
berlatar belakang
Iahan/SDA, Sara,
Politik dan Batas
Daerah Administrasi,
Ekonomi/ Industrial
yang terjadi di Tahun
2023

Disnakertrans,
Dinas
Kehutanan,
Polda

Biro Hukum
Disbun,
Dinsos,
Kanwil BPN,
Kanwil
agama

Fasilitasi
Penyelesaian
Permasalaharr
Konflik Berlata-r
Belakang
Lahan/SDA, SARA,
Politik dan Batas
Daerah
Administrasi,
Ekonomi/lndustria.l
di Kab/ Kota

TARGBT BO4:
Fasilitasi Penyelesaial kasus
konflik berlatar Belakang
lahan/SDA, Sara, Politjk
dan Batas Daerah
Administrasi, Ekonomi/
Industrial, yang terjadi pada
bulan Januari-April 2023
TARGET 8O8:
Fasilitasi Penyelesaian kasus
konflik berlatar Belakang
lahan/SDA, Sara, Politik
dan Batas Daerah
Administrasi,
Ekonomi/Industrial, yang
teq'adi pada bulan
Mei-Agustus 2023
TARGET 812:
Fasilitasi Penyelesaian kasus
konflik berlatar Belakang
Lahan/SDA, Sara, Politik
dan Batas Daerah
Administrasi,
Ekonomi/Industrial, yang
te{adi pada bulan
September-Desember 2O23

Mediasl daa
Fasilltasl,
moaltorlng dan
evaluasl
peayele:aian
Lonfllh berlater
belakaag
lahaa/sda,
cara, polltlL
dea batar
daerah
admlnlrtrarl,
eLoaoml/
lndurtrlgl
tahun 2O23 dl
Prowlnsi
Lampu!g
(RA: O6f

Terlaksananya
kegiatan Fasilitasi
Pemberian
bantuaa kepada
masyarakat yang
terdampak konflik
sosial

Targ6t!
Terlaksananya kegiatan
Fasilitasi Pemberian
bantuan kepada
masyarakat yang
terdampak konflik
sosial sebanyak 3 kali

Fasilitasi
Pemberian
bantuan kepada
masyarakat
yang terdampak
konllik sosial
(RA:071

Dinas Sosial,
BPBD

Tim
Terpadu
Tingkat
Provinsi,
TimTerpadu
Tingkat
Kab/Kota

Target BO4
Terlaksananya kegiatan
Fasilitasi Pemberian bantuan
kepada masyarakat yang
terdampak konllik sosial
sebanyak 1 kali

2 53 4 61 7
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Targct BO8:
Terlaksananya kegiatan
Fasilitasi Pemberian bantuan
kepada masyarakat yang
terdampak konllik sosial
sebanyak I kali

Target B 12:
Terlaksananya kegiatan
Fasilitasi Pemberian bantuan
kepada masyarakat yang
terdampak konflik sosial
sebanyak 1 kali

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAI DJUNAIDI

53 4 6 72I


